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Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditetapkan oleh pemerintah mengubah
beberapa ketentuan perpajakan, salah satu pokok materi perubahan pada UU HPP adal ah disesuaikan
kembalinya beberapa kebijakan PPN, diantaranya meliputi perluasan basis PPN melalui refocusing atau
pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan. Salah satu jenis barang dan jasa yang mengalami
pengaturan kembali ialah jasa keuangan yang didalam UU HPP dikeluarkan dari jasa yang dikecualikan
PPN, jasa keuangan ini meliputi beberapa jasa salah satunya jasa pembiayaan, sehingga atas jasa tersebut
menjadi objek PPN atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini menua banyak komentar karena dianggap
menambah pekerjaan administrasi bagi para pelaku jasa keuangan yang termasuk didalamnya jasa
pembiayaan, padahal perlakuan PPN baik sebelum diberikan fasilitas dibebaskan maupun sesudah diberikan
fasilitas dibebaskan sama sgja yaitu tidak dipungut PPN. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk mengetahui
apakah kebijakan PPN atas jasa keuangan sudah memenuhi salah satu asas pemungutan pajak yaitu ease of
administration. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan post positivist dengan
jenis penelitian berdasarkan tujuannya sebagai penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data
primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan
wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa atas kebijakan PPN atas jasa keuangan
yang termasuk didalamnya jasa pembiayaan ini belum memenuhi asas efficiency dan ssmplicity hal ini
merupakan bentuk konsekuensi dari munculnya kewajiban pemenuhan administrasi akibat perubahan status
dari non JKP menjadi JKP yang dibebaskan, sehingga memunculkan pertambahan baik dari segi biaya
maupun waktu dan menambah pekerjaan rumah baru bagi wajib pajak.

...... The Harmonization Tax Regulations (UU HPP) stipulated by the government changed several tax
provisions, one of the main material changes in the HPP Law was the adjustment of several VAT policies,
including expanding the VAT base through refocusing or rearranging exempt goods and services. One type
of goods and services that has been re-arranged is financial services which in the HPP Law are excluded
from VAT-exempt services, these financial servicesinclude several services, one of which isfinancing
services, so that these services become objects of VAT or Taxable Services (JKP). This has attracted many
comments because it is considered to add to administrative work for financial service actors which includes
financing services, even though the treatment of VAT both before being granted exemption facilities and
after being granted exemption facilities is the same, namely not collecting VAT. For this reason, this study
seeks to determine whether the VAT policy on financial services has fulfilled one of the principles of tax
collection, namely ease of administration. The research method used is a post positivist approach with this
type of research based on its purpose as descriptive research. The types of data used are primary and
secondary data with data collection techniques, namely library research and field studies with in-depth
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interviews. The results of this study conclude that the VAT policy on financial services, which includes
financing services, has not met the principles of efficiency and smplicity, thisis a consequence of the
emergence of administrative compliance obligations due to the change in status from non-JKP to JKP which
is exempted, resulting in agood increase in terms of cost and time and add new homework for taxpayers.



